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lunculnya gasasan kealisi rulyat — hisab di atas,merupakan

bentuk dari pikiran internal NU mmmmwwm mesli sifatnya parsial

unculnya gagasan dorongan
koalisi terhadap Nahdlatul
Ulama (NU) dengan Mu-
hammadiyah menuju

untuk dicermati. Sesungguhnya pikiran ini
bentuk repsentasisekelompok elit NU dan
Muhammadiyah, membangun semangat
baru dalam penguatan nasionalisme negeri
ini. Sebuahkeinginan tarnpilnya duakekuatan
besar berbasis sosial dan kutural dalam
mewujudkan dirinya sebagai komponen
kenegaraan, untuk terlibatlangsung sebagai
operator danregulator kenegaraan itusendiri.
Meskipun elit darikedualembaga tersebut
cukup banyakbereksis dalam sistem kene-
garaan. Namun keberadaan paraelit tersebut
lebih dominansebagai petugaspartai, mereka
mendapatkan pendidikan politik, fasilitas
politik dan wajar kemudian mereka loyal
kepada partainya masing-masing.
Keinginanmenggabungkan duakekuatan
besar atau apa disebut dengan koalisi rukyar
- hisab,harus diapresiasi secara baik tanpa
kecurigaan. Gagasan ini tidak bermaksud
memalingkan sistem politiksebagai cerminan
sistem negaraIndonesia. Karenaketerlibatan
partai politik (Parpol) menjadimutlakadanya
dan Parpol mempunyai posisi (status) dan
peranan (role) untuk menentukan bentuk
dan susunan pemerintahan sistemnegara,

sistem politik berbasis dari Parpolyangada.

Kemudian Parpol memfungsikan dirinya

sebagai sarana komunikasi politik, sarana.

sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik
dan sarana sebagai pengatur konflik. Karena
penting dan stretegisnya peran Parpol,
mengutip pendapat Schattscheider (1942)
bahwa Parpol-lah sebenarnya menentukan
demokrasi dari sebuah negara (Political
parties created democracy).

Meskipun demikian, bukan berarti
mengenyampingkan kedudukan Organisasi
Masyarakat (Ormas). Ormas sepertiNU juga
tidakkalah urgensnya dilihat darifungsidan

peranannya. NU sejakberdiri (1926), dimana

awalnya merupakan organisasikeagamaan,

merupakanwadahkumpulan ulama, berpe-
gangteguhkepada Ahlisunnahwal-jamaah,
telah turut mewarnai dinamika politiknegara
ini, baik sebelumkemerdekaan hinggasampai
saatini dan ke depan. Peran strategis NU
telah berhasil meletakkan dirinya tidak saja
sebagai perekat agama dan masyarakatjuga
sebagai perekatbangsa dan negara. Dalam
bahasaR William1iddle, menyebutNU sebagai
politikakomodasi dengan kategorisubstansi
menekankanisi daribentuk dan padakonteks
negara, NU lebihmengkedepankan dengan
substansi etika/moralitas agama tidak mem-
persoalkanbentukformal atau strukturnegara.

NU padaperjalanan dan perkembangan-
nyatelahmewujudkan dirinyamenjadisalah
satu kekuatan negara. Peran dilakukan oleh
tokoh—tokohNU danwarganahdliyinmenjadi
asetstrategis baginegaraini. Secarakuantitas
NU telah memiliki jumlah nahdliyinnyaterbe-
sar dibandingkan Ormaslainnya. Berdsaarkan
datasurveilkatan Sarjana NU, menyebutkan
warganahdliyin di Indonesia berjurnlah 33
persendaritotaljumlah penduduk Indonesia
(237.641.326jiwa) ataumengambil dataBPS
(2010) berjumlah 35 persen dari total jumlah
pendudukIndonesia. Bila dibandingkan
denganjumlahumatlslamkeseluruhan, maka
jumlah warga nahdliyin hanya berkisar 40
persendaritotaljumlahumatIslamIndonesia.
Artinyakondisiinimeleburmenjadikekuatan
negara dan NU itu sendiri sebagai Ormas

“terbesar di Indonesia bahkan dunia. Jika

berbicaraNU, makasesungguhnya berbicara
Indonesia. Ketika berbicaraIndonesiaadalah
bicara NU, disamping kuatnya solidaritas
danintegritas penganutnya sebagai identitas
yang melekat pada tubuh NU itu sendiri.

Realitas ini tentunya turut memberikan
konstribusi begar terhadap perkembangan
perpolitikan difndonesia. NU telah menem-
patkan diri sebagai pintuIslam yang akomo-
datif dan proporsional dalam membuat
kebijakan politik. NU memilikikualitas politik
yangtinggidansangatdiperhitungkan. Kendati
demikian, karenaNU tidak berpolitik prakds,
maka selalu dijadikan sebagai komuditas

politik, selalu dibawa — bawa untuk alat
kendaraan kampanye, ditempatkan sebagai
sarana pemenangan politik praktis. Dengan
demikian NU baik sebagai organisatoris mau-
punkulturalselalumenjadi obyek politik prak-
tis, padahal jika NU merubaharah politiknya,
NU mampumenggerakkan dirinyalebih luar
biasa lagi meski tidak berpolitik praktis.
Pertanyaan muncul apakah realitas ini
akan selamanya menguntungkan NU?
Jawabannyakembalikepadawarga nahdliyin
itusendiri. Namun sebagai catatan, munculnya
gasasan koalisi rukyat—hisabdiatas, merupa-
kan bentuk dari pikiran internal NU sendiri
meskisifatnya parsial. Menunjukkan adanya
dinamika kekuatan NU itu sendiri, mengko-

reksibahwakondisisepertiinitidakselamanya

menguntung NU, baik secara organisatoris
maupun secarakultural. Artinya sikap politik
NU sejakmuktamarNU di Situbundo (1984)
diarahkan sebagailembaga pengontroldan
penyumbang gagasan atas segala persoalan
kebangsaan perlu direvitalisasi, apakah selalu
berada pada statusquo atau mempertajam
peranlebih luas, walautidak berpolitik praktis
seperti menggadang-gadang NU kembali
berpolitik praktis sebagaimana pernah tetjadi
1950—1971 (Masyumi dan Partai sendiri).

Dengan kata lain NU tidak saja sebagai
lembaga pengontrol dan penyumbanggaga-
sankebangsaan, tetapi juga turut memainkan
peranlebih luastermasukmenjangkau persoa-
lanpolitik, apalagiNU memangsulitdipisahkan
dari dinamika politik nasional, disamping

tokoh—tokohmudaNU itusendirilebihcende- |

rung berkecimpung dalam dunia politik
daripada mengurus persoalan agama.
Jika NU mempunyai komitmen untuk
itu, makaruanguntuk merubah arah politik
cukup terbuka. NU tidaklagi hanya sebatas
komuditas politik selalu menjadi rebutan
partai politik jika setiap ajang Pilpres tiba,
tetapi dengan kekuatan dan nilai strategis
dimilikiNU dapatmemainkan peran melebar
lagiyang tidak hanya pada sebuah substansi
etika, tetapi juga NU sebagai organisatoris
dan kultur memfungsikan dirinya sebagai
sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi
politik, sarana rekrutmen politik dan sarana

sebagai pengatur konflik, diperkuatdengan

prinsip — prinsip karakter tawassuth
(moderat), tawazun (keseimbangan), taadul
(konsisten dalam keadilan) dan tasamuh
(toleransi) yang selalu menjadi sikap melekat

dalam tubuh NU. ;

Dalam konteks Pilpres 2019, sudah pasti
NU akan kembali menjadi kekuatan politik
yangdiperebutkan oleh partaimaupun calon
presiden. Semakin diperhitungkan lagi jika
arah perpolitikan NU memungkin untuk
diubah danberubah. Maka Pilpres 2019 dapat
dijadikan fest case menggerakkan dua
kekuatan besar dimaksud, sehingga koalisi
rukyat - hisab dapat terwujud menciptakan
politik yang elit, elegan dan penuh wibawa
dalammemperjuangkan cita-citarakyatyaitu
sejahtera, adil dan makmur dan selalu siap
diri mengantarkan bangsa dan negara
menghadapi berbagai tantangan ke depan.
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